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Menimbang

Mengingat

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3"{ TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan

pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas
dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh
kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan,
pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yvang berkeadilan, diperlukan
perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan
demokratis vang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan;

. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan

daerah vang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun
rencana strategis perangkat daerah,

. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan

strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati
setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah
ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam  ketentuan
Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;




Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856|;
Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7060);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah
dengan berpedoman pada RPJMD,

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif.

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan
dalam rencana strategis kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat
Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BABI PENDAHULUAN
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BABIII TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH
KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BABV PENUTUP
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB 111
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021
Nomor 56);

b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Diund

p ==

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

fratapkan di Wonosari

» gt .
KT KUMFARININGSIH

angkan di Wonosari
angpal 12 SCPtember 2025
WETARIS DAERAH
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LAMPIRAN XXVI

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029

BAB1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan berkembangnya dinamika kehidupan sosial dan
ckonomi masyarakat maka sistem pemerintahan mengalami perubahan
yvang mengharuskan pemerintah mewujudkan pemerintahan tata
pemerintahan yang baik (Good Govermnance). Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dituntut untuk menyelenggarakan manajemen
pemerintahan dan pembangunan vang efektif dan efisien serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan vang baik
maka  diperlukan sistem akuntabilitas pada penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan salah satunya dengan
menyusun Dokumen Perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah
adalah  suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentudengan memanfaatkan dan
mengalokasikan sumberdaya yang ada. Sesuai dengan Pasal 272 dan
273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan secara lebih spesifik dan terukur
serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2026-2030 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian
indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya khususnya dokumen RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2029,



Penyusunan Perubahan Renstra juga mengacu pada Renja K/L
dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dengan maksud untuk mensinergikan,
mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan
pembangunan ditingkat nasional dengan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2026-2030 disusun melalui 4 (empat) tahapan, yaitu : (1).
Persiapan penyusunan Renstra; (2). Penyusunan rancangan Renstra; (3).
Penyusunan rancangan akhir Renstra; (4). Penetapan Renstra. Keempat
tahapan penyusunan Renstra dilaksanakan secara berkelanjutan
sehingga membentuk sebuah siklus perencanaan yang utuh.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2026-2030 akan sangat bermanfaat guna memberikan arah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada
masyarakat, juga sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) yakni pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.
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Bagan Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun

berdasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta;



10.

11.

12.

13.

14.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang no 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
cipta kerja menjadi Undang-undang;

Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten
Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Pan jang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850
Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan;

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Gununkidul Kabupaten Gunungkidul
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025- 2029:

. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Daerah:




16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025-2029, adalah :

L,

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang
rencana program dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
urusan pemerintahan umum.

Memberikan kerangka dasar untuk merencanakan kegiatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum selama kurun waktu
S (lima) tahun.

Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan dacrah guna menunjang pencapaian
target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan
Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

b. Tujuan
Tujuan umum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik 2025-2029, adalah:

1.

o

Mendukung  perencanaan  pembangunan daerah  dalam
mewujudkan tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu
lima tahun.

Menjamin terciptanya integrasi, konsistensi dan sinergi antara
Perangkat Daerah, pemangku kepentingan dan pihak terkait dalam
melaksanakan program dan kegiatan.

Menjamin  keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam
rangka membantu mewujudkan visi dan misi Bupati yang hendak
dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan
peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Memberikan acuan dasar penilaian (tolok ukur) dalam penilaian
kinerja penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
selama 5 (lima) tahun,

Merencanakan perubahan organisasi dalam lingkungan yang
semakin komplek dan membutuhkan adanya penyesuaian;
Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yvang berorientasi
ke depan.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis ini adalah sebagai
berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB 1II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1  Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
2.2  Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

2.5.1 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.5.2 Penentuan Isu Strategis

BAB 1l TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
3.2  Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga Dan Renstra
Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian
Linkungan Hidup

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1  Uraian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Uraian Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.3  Uraian beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

BAB V PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesual dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa
dan politik.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

2.
3.

n

Perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

Penyusunan rencana Kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
kesatuan bangsa dan politik;

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragarna, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyvelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;

pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan
Badan;

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;



10. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik:

11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

12. Pengelolaan UPT.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN CROANISAS) BADAN KEEATUAN BAMNISA DAN BOLITIK
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Bagan 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2. SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, maka sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana harus dikelola secara efektif dan efisien, sebagai berikut :

1. Sumber Dana
Sumber dana (anggaran) merupakan modal utama sebuah
organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai
tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, maka pengelolaan sumber
dana (anggaran) harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

2. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik pada tahun 2025 adalah 22 (dua puluh dua) orang, yang terdiri

dari :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak : 1 orang
2. Jabatan Administrator sebanyak : 3 orang

3. Jabatan Pengawas sebanyak : 2 orang

4. Jabatan Fungsional : 6 orang

5. Pelaksana sebanyak: 10 orang.



Dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, kondisi
sumber daya aparatur baik dari sisi kompetensi, kualifikasi dan
jumlah pegawai masih belum tercukupi untuk pencapaian kinerja
yang optimal. Namun dengan komposisi pegawai saat ini diupayakan
untuk diberdayakan sesuai dengan kompetensi dan potensi yang
dimiliki oleh masing-masing pegawai.

Optimalisasi Potensi SDM ini dapat dilaksanakan apabila
manajemen pengelolaan SDM dengan peningkatan kompetensi baik
melalui pendidikan pelatihan maupun melalui pembinaan dan
penilaian kinerja aparatur, serta penerapan reward and punishment
yang ketat, akurat, adil dan seimbang.

Profesionalisme juga akan tercapai apabila setiap aparat
mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing terhadap kinerja
unit kerjanya serta perlunya bimbingan teknis maupun diklat teknis.

Untuk mengetahui keadaan personil perlu juga diketahui
komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat
usia dan lainnya. Komposisi yang disajikan dalam tabel-tabel ini
dimaksudkan agar pengelolaan SDM dan pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berlangsung optimal.
Berikut tabel komposisi pegawai vang terdiri dari:

Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin | Jumlah (Orang)
1 Laki-laki 9
2 | Perempuan 13 |

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan
jenis kelamin, dari keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, sebanyak 40,9% adalah laki-laki (9 orang) dan
99,1% adalah perempuan (13 orang).

Tabel 2.2
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Usia

| 1
No Usia Laki-Laki | Perempuan “mlah (Orang)

1 < 30 th 0 5 5
2 31 th - 49 th 2 3 5 |

3 > 50 th 7 5 12

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Jika di lihat dari faktor usia dalam tabel 2.2 di atas, dari
keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
sebanyak 22,72% adalah PNS yang berusia < 30 th, 22,72% adalah
PNS yang berusia 31 th - 49 th, dan 54,54% adalah PNS yang berusia
> 50 th.
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Tabel 2.3
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Golongan

No Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah (Orang)
1 | - 0
2 1l 3 3
3 1l 5 ) 11
4 v 2 5
5 VII < 1 —
6 X & 1 1

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Menurut golongan kepegawaian dalam tabel 2.3 di atas, dari
keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
tidak ada PNS golongan I, 26% adalah PNS golongan II (6 orang),
96,52% adalah PNS golongan III (13 orang), dan 13% adalah PNS
golongan IV (4 orang).

Tabel 2.4
Pegawai Menurut Pendidikan
' No  Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (Orang)
1 SLTP 1 E 1
[ 2 SLTA 5 | 1 6
3 | DI- D3,Sarjana - | 4 3
Muda
4 D4/S1 2 ' 5 7
5 S2 3 2 5

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Menurut tingkat pendidikan dalam tabel 2.4 di atas, dari
keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
PNS dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 4,37% (1 orang),
dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 26% (6 orang), dengan
tingkat pendidikan D-3 sebanyak 17,4 % (4 orang), dengan tingkat
pendidikan D4/S1 sebanyak 53,85% (7 orang), dan dengan tingkat
pendidikan S2 sebanyak 21,74% (5 orang).

Sedangkan menurut diklat kepemimpinan yang pernah diikuti,
dari keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik, PNS yang sudah mengikuti Diklat ADUM/Diklat Pimpinan IV
sebanyak 16,67% (3 orang), PNS yang sudah mengikuti diklat SPAMA/
Diklat Pimpinan III sebanyak 16,67% (3 orang), sedangkan sebanyak
66,67% (12 orang) belum pernah mengikuti diklat struktural. Untuk
lebih jelasnya mengenani komposisi PNS berdasarkan diklat
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struktural yang pernah diikuti, dapat kita lihat dalam tabel 2.5. di
bawah ini :

Tabel 2.5
PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan
| Diklat X Jumlah
No it tonn Laki Lnki Perempuan Orang)
1 DIKLATPIM TEK. 11 1 - 0
2 DIIKLATPIM TK. 111 2 1 3
3 | DIKLATPIM TK. IV ] 2 3 |

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

3. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan parasana (barang inventaris dan aset)
Perangkat Daerah merupakan unsur penting dalam menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga pengelolaannya harus
dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi
dan akuntabilitas anggaran.

Disamping itu penggunaan dan pemeliharaan terhadap aset-aset
ini berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan penuh tanggung jawab,
untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul. Laporan
barang inventaris dan aset ini dilakukan secara berkala dan
berkesinambungan, sehingga setiap penambahan dan pengurangan
terhadap barang inventaris dan aset langsung dapat diketahui.

Jumlah aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023 (audited Desember 2023) adalah sebesar
Rp.1.624.040.485,37 dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanah, dengan nilai aset sebesar Rp720.000.000,00
2. Peralatan dan mesin, dengan nilai aset sebesar Rp1.094.384.237,89
3. Gedung dan bangunan, dengan  nilai aset sebesar

Rpl1.075.790.230,00
4. Jalan, irigasi, dan jaringan, dengan nilai aset sebesar

Rp39.988.194,00
9. Aset tetap lainnya, dengan nilai aset sebesar Rp183.525.150,00

Untuk lebih jelasnya perincian daftar inventarisir barang Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, dapat kita lihat dalam tabel
di bawah ini :
Tabel 2.6
Daftar Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(audited Desember 2024)

SALDO AWAL MUTAS! TAH SALDO AKHIR
Kode Rek, URAIAN ASET TETAP | 31 Desember sabisc 31Desember | Ket
2023(Audited) PENAMBAHAN | PENGURANGAN 2024
1 2 3 4 5 6 7
01.03.01. TANAH 720.000.000,00 . - | 720.000.000,00
01.03.01.0¢ Tanah = . . i
01.03.02, PERALATAN DAN 1.211.980.689 45 . . 95.901.685,13
| MESIN
01.03.02.1 Alal Besar - 5 : :
01.03.02102 Alal Angkutan 548.126.351,55 . . 471314302
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SALDO AWAL SALDO AKHIR
Kode Rek. URAIAN ASET TETAP l 31 Desember mmrmynmza. 31 Desember | Ket.
=3 a EI | ﬂ;i L
1 2 ! | ! =4
01030203, Alat Bengkel Dan Alat . . . .
Uk
01.03.02 04, &lat Pertanian . . . .
01.03.0208 ,?la Kantor Dan Rumah 347 554 02300 : . 20.774.750 63
]
01.03.02.06. ﬁ.:t‘gSgtul:lo. Komunikasi 54 85905400 . - =
Dan Pemancar
01.03.0207, Alat Kedokteran Dan
Kesshalan
01.03.02.08 Alat Laboraiarium T84.000.00 . . 263,999 88
01.030210, Komguter 250 628 460,89 . & 70,119,791 80
01.03.0210.00 Komouter Unit 276.451 386 89 v : 52 287 500,00
01.03.0210.01.01 | Komputer Jafingan . :
0103.0210.01.02 | Pesona Komputer 215.451 988 39 52.287.500,00
0103.021002. | Peralalan Komputar 4417347200 N . . 17 832.291 60
01.03.0210.02.03. | Peralatan Personal 417647200 - | 17.832.201 60
Komputer
01.03.02.10.02.04. | Peralatan Jaringan . % =
01.03,02. GEDUNG DAN 1.075.790.230,00 . - 650,052.133,30
BANGUNAN
01.03.00.01, | Bangunan Gedung | 1.0B4.595 22000 . . 540.510.433.42
01.03.03.02 Monumen - . . -
01.03.03.04. Tugu Titik KontralPast] 11.095.000,00 . . 9.541 599 B8
01.03.04. , JALAN, JARINGAN DAN 39.956.194,00 . S 20.538.728.25
| IRIGASI
01.03.04.01. Jalan Dan Jembatan . . - .
01.03.04.02, Bangunan Alr 19.871.000,00 . . 387415688
01.03.04.03, Instalasi - - - -
01.030404, Jarngan 20.117.154,00 > . 1656452837
01.03.05 | Aset Tetap Lainnya 183525 150 00 - = 183.525.150,00
01.03.05.01 Bahan Perpustakaan 4351000 00 . .| 4.35.000.00
01.03.05.05 Tanaman . R :
01.03.0507. Aset Tetap Dalam
Renovasi
01.03.06. KONSTRUKSI DALAM - - . -
PENGERJAAN
01.03.06.1 Konstruksi Dalam - . : -
Pangerjaan
37 ASET LAIN LAIN 12.590877 00 .
rm. Aset Lain Lain 12.990.977,00 -
JUMLAH | 324427584045 = - | 1670.0176%58

Sumber data : Laporan Aset Semester Il Tahun 2024

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pemerintah  daerah mempunyai tanggung jawab untuk
mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan
kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk belanegara,
serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak-hak politik,

Salah satu cara yang ditempuh untuk melaksanakan tanggung
jawab tersebut adalah dengan membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik yang mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan
di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dapat digambarkan sebagai berikut :
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a. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan

kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan;

Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi dan

politik dalam negeri;

Penyelenggaraan pembinaan budaya dan pendidikan politik:

Penyelenggaraan pembinaan, dan fasilitas kelembagaan partai politik;

Penyelenggaraan dan pembinaan kewaspadaan nasional;

Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama;

Penyelenggaraan kerjasama intelejen keamanan;

Penanganan konflik SARA, pemerintahan, dan penanganan konflik

sosial:

Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan

lembaga asing; dan

k. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan
ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan;

l.  Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi
kemasyarakatan;

m. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya).

TR&mo Qs o

| —

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul cukup responsif dalam
merespon dinamika sosial, ekonomi, politik nasional hal tersebut
dikarenakan kondisi masyarakatnya yang cukup heterogen, selain itu
akses informasi yang cukup mudah serta mobilitas penduduknya yang
cukup tinggi. Hal tersebut potensial memunculkan konflik sosial dan
mampu mengancam stabilitas wilayah.

Selama kurun waktu lima tahun (2022-2026) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam
rangka mendukung pencapaian Kabupaten Gunugkidul di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik. Berbagai masalah dapat tertangani dengan
baik, potensi konflik dapat diantisipasi sehingga kondisi di wilayah cukup
kondusif.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan target/sasaran Renstra dari tahun ke tahun menunjukan
trend yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang
dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti
persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan
pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas vang
baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan
target/sasaran Renstra Tahun 2022-2026 dapat kita lihat dari tabel 2.7
di bawah ini :
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Dari tabel 2.7 tentang pencapaian kinerja 2022-2026 tersebut di
atas dapat kami uraikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik, untuk Capaian [KU Persentase konflik sosial yang tertangani
selama 5 (lima) tahun cenderung meningkat. Bahkan pada tahun 2024
capaian IKU mencapai 100%. Secara umum, program dan kegiatan yang
dilaksanakan selama tahun 2022-2026 menunjukkan hasil yang baik.
Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dalam pencapaian
kinerja, seperti kapasitas sumber dava manusia, sarana dan prasarana
pendukung yang memadai serta kerjasama dan koordinasi yvang baik
dengan PD maupun stakeholders lainnya. Beberapa kegiatan vang
mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yang pada umumnya tidak
sesuai dengan time schedule yang direncanakan disebabkan karena
adanya hambatan dalam pencairan dana.

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu
2022-2026, dapat dilihat dalam tabel 2.8 dibawah ini :
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Dari tabel 2.8 tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa secara
umum anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2024 menunjukkan
perkembangan yang sangat signifikan.

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
melaksanakan 7 Program dengan 13 kegiatan, dari jumlah anggaran
sebesar Rp34.822.839.501,00 tercalisasi sebesar Rp34.394.508.603,00
atau 98,78%. Terdapat kegiatan yang terkendala pelaksanaannya karena
adanya pandemi covid-19 sehingga capaian keuangan tidak dapat
maksimal.

Disamping itu juga dilatarbelakangi oleh beberapa adanya
perubahan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun yang
mewajibkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di
bidang kesatuan bangsa. Alokasi pembagian anggaran per
program/kegiatan setiap tahun tidak sama, tergantung pada prioritas
pencapaian sasaran, maupun prioritas pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai dengan hasil musrenbang.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
adalah unsur Pemerintah Daerah, Unsur Vertikal , Masayarakat,
Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik.

2.5. Permasalahan Dan Isu Strategis

2.5.1 Permasalahan Pelayanan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang
keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan
berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab,
Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang
menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah.

Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan
yang terkait dengan wurusan yang menjadi kewenangan dan
tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026
guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi
permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini,
maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
antara lain sebagaimana yang terdapat Tantangan dan Peluang Sebagai
berikut:

A. Tantangan

Tantangan vang dihadapi :

1. Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat

2. Penurunan Pemahaman terhadap ideoclogi Pancasila

3. Banyaknya pendatang mempengaruhi  penurunan nilai-nilai
kearifan lokal

4. Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada
kehidupan Masyarakat
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5. Kelompok Sasaran yang menjadi mitra kerja Badan Kesatuan

bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Adalah Semua Warga
Masyarakat yang rergabung dalam Organisasi Masyarakat dan
Anggota serta pengurus Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Generasi
Muda dan Anak sekilah yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

B. Peluang

L.

Peraturan perundangan yang mendukung kinerja lembaga

2. Koordinasi dan dukungan lintas lembaga untuk kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi

Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur

Mencari terobosan dengan mengusulkan Kegiatan berbasis Budaya
dan Inovasi dari sumber Dana Keistimewaan DIY

- Meningkatkan Kerjasama dan kolaborasi dengan OPD lainnya

dalam mewujudkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
dalam mencapai target kinerja.

2.5.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik serta telaahan terhadap Renstra
Kemendagri, Renstra Badan Kesbangpol DIY, dan RPJMD
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka isu-isu strategis terkait
dengan tugas dan fungsi kesatuan bangsa yang bisa diidentifikasi
sesual urutan prioritas adalah sebagai berikut :
1. Isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah
a. Persatuan dan kesatuan nasional;
b. Isu keamanan dan ketertiban;
¢. Kesadaran dalam menegakkan demokrasi dan Hak Azasi
Manusia,
d. Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba (narkotika
dan obat-obatan terlarang).
2. Isu strategis yang berkaitan dengan kondisi internal organisasi
perangkat daerah
a. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki
motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik.
b. Sarana dan prasarana belum memadai
3. Isu strategis diluar kewenangan namun berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
a. Meningkatnya kunjungan wisata;
b. Perkembangan Iptek, dan keterbukaan informasi:
c. Globalisasi
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Tabel 2.9
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI ISU KLHS : 15U STRATEGIS
DAERAH YANG | PERMASALAHAN YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD FD
MENJADI PD RELEVAN
KEWENANGAN DENGAN FD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1 2) i3 i) (3) (6) (7)
Penyelenggaraan | dampaok negutif Belum Mewujudkan | Memperkokoh ideclogi Deteksi Dind, Potensi
Unsur yang diakibatkan | optimalnya masyarakat Paneasila, demokrasi, dan cegah dini dan terjadinya
Pemerintahan dari pesatnya perwujudan yang inkiusif hak psasi manusia (HAM) PERANEARAN konflik, bak
Umum perkembangan kehidupan dan damai Memperkuat reformasi permasalahan konilik SARA,
sosial, ekonomi, | masyarakat dengan politik, hukum, dan ileologt politik konflik sosial,
kulmral, yang berdasarkan arokrasi, serta ekonomi sosial maupun konflik
pariwisata, dan sejahitera, pada memperkunt pencegahan budaya dan pemerintahan
teknologi aman dan penghormatan | dan pemberantasan hankam akibat pesatnva
informasi didukung terhadap hak | korupsi dan narkoba perkembangan
hepastian asas Memperkuat penyelarasan sosial, kultural,
hukum manusia, kehidupan yang harmonis pariwisata, dan
peraturan dengan lingkungan, alam, tekn i
rendahnys peran hukum, tata dan budaya, serta Perlunya
SErta OTTNAS Yang pemerintahan | peningkatan toleransi penguatan peran
aktil dalam yang baik di antarumat beragama untulk SeTa OIMAs
kegiatan semua mencapai masyarakat yang secarn aktifl
pemerintahan tngkat, serta | adil dan Makmur dalam kegiatan
dan lembagn vang pemerintaban
pembangunan. transparan dan
efektf, dan pembangunan,
akuntabel. maupun dalam
pengambilan
keputusan
sehari-hari
masih Perlunya
rendahnya penguaEtan
pemahaman partisipasi
politik palitik wargn
masvarakst . secara aktif baik
dalam pemilu,
pemilukada,
pilkades musdes,
musrenbang,
maupun dalam
pengambilan
keputusan
| seharihari, |
mASVArakar Potensi muncul f
mudah berkembangnya
terpengaruh pgerakan
dengan Lerorisme,
informasi yang radikalisme,
belum tentu fundamentalisme
benar. dan separatisme
yang dapal
METYUSUD
sampai kawasan
padulashan /
pelosok.
Usia rentan pada Potensi kejadian
anak remaja dan tawuran |
mudah remaja/ pelajar,
terprovokasi, penvalahgunaan
narkoba, dli
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POTENSI ISU KLHS ISU STRATEGIS
DAERAH YANG | PERMASALAHAN YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD PD
MENJADI FD RELEVAN
KEWENANGAN DENGAN PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
() 123 {3 {4) (5] 16 (7l
Memperkuat ideolog Deteks: Dimi,
Pancasila, demokrasi, dan cegah dini dan
hak asasi manusia (HAM]. Penanganan
Memperkuat reformasi permasalahan
palitik, hukum, dan ideologi politik
irokrasi, serta ekonomi sosial
memperkuat pencegahan budaya dan
dan pemberantasan hankam
korupsi dan narkoba.
Memperkuat penyelarasan
kehidupan yang harmonis
dengan lingkungan, alam,
dazi budaya, serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama uniuk
mencapal masvarakat vang
adil dan Makmur
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah, yang selanjutnya kan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah
pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yvang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Secara umum Visi Adalah Gambaran yang akan di tuju atau di
ciptakan di masa yang akan datang. Sementara itu sesuai dnegan
ketentuan Visi Adalah rumusan umum keadaan yang diinginkan pada
masa akhir periode perencanaan Pembangunan. Berdasarkan visi Daerah
Kabupaten Gunungkidul dan Kepagla Daerah dan wakil Kepala Daerah
kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gununhgkidul Tahun
2025 - 2029 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur,
Lestari dan Berkeadaban”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi
pembangunan berfokus pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi,
Transformasi Keamanan, Daerah Tangguh, Dan Transformasi Ketahanan
Sosial Budaya dan Ekologi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan
berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta
perluasan akses kesehatan untuk rakyat;

2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat
kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh
petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala
kecil menengah dan inklusif dan kreatif:

3. Membangun kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber
daya lokal;

4.Setia pada Amanat Penderitaan rakyat Pancasila, UUD 1945,
menjunjung tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta
menjalankan tata pemerintahan daerah vang bersih bebas dari korupsi
dan berkeadaban;

5. Memajukan Kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan
toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur
bangsa Indonesia.

Dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029 tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat mendukung pencapaian
visi Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan masyarakat yang
bermartabat, terutama dalam aspek politik, yaitu mendorong masyarakat
untuk mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang
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demokratis, menjamin terlaksananya hak-hak politik masyarakat, dan
meningkatkan peran serta masvarakat dalam berbagai bidang.

Sedangkan misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang sesuai dan mewadahi
tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kami jabarkan
sebagai berikut :

misi, yaitu ¢ Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat,
Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum
demi menjamin hak-hak rakyat, serta
menjalankan tata pemerintahan daerah vang
bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

dengan Tujuan : Pamong Nglayani & Ngayomi: Meningkatkan
kualitas layanan publik dan kepastian hukum
bagi warga melalui transformasi tata kelola
pelayanan publik, pengembangan karir ASN
berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan
ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan
hukum bagi warga. Penguatan reformasi
birokrasi kalurahan.

Sasaran KETIGA, yaitu: Crime Rate (Ketentraman Ketertiban Masyarakat)
dengan 6 program, yaitu :

l. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan
Karakter Kebangsaan

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan
Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

9. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung
pemerintah daerah yang mempunyai ketugasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
mempunyai fungsi, sebagai berikut :

l. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan
bangsa dan politik;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

3. pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama inteligen dan keamanan, bina masyarakat perbatasan,
penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, dan pengawasan
orang asing serta lembaga asing;

4. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
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5. pengkajian masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

6. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, desa, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan
penghargaan;

7. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang
ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-
nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;

8. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan
penghargaan;

9. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga;

10. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;

11. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Kondisi sosial dan politik Kabupaten Gunungkidul yang majemuk
dan kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum, masyarakat
di zona tengah merupakan masyarakat yang urban (perkotaan), plural
secara etnik dan agama, serta menjadi pusat perdagangan dan pendidikan.
Sementara, zona utara dan zona selatan cenderung identik dengan
kehidupan yang rural (pedesaan), namun menjadi pusat kegiatan
pariwisata dan pertanian. Di sisi lain, Gunungkidul tidak pernah lepas dari
dinamika politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Karakter sosial
yvang kompleks antar zona, serta situasi politik yang terus berubah ini
menuntut kesigapan pengampu urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk
selalu tanggap dan responsif. Dengan demikian, kesatuan dan persatuan
bangsa, dan stabilitas sikon sospol tetap dapat senantiasa diciptakan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya itu, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik mengidentifikasi permasalahan-
permasalahan sosial dan politik yang menjadi tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya. Identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi ini sangat penting karena sangat mempengaruhi
pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan-permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi yang diidentifikasi tersebut menjadi dasar pemikiran
ditetapkannya Rencana Strategis lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang kesatuan
bangsa dan politik.

Berdasarkan konteks sosial dan politik yang ada di Kabupaten
Gunungkidul, Secara rinci gambaran tujuan dan sasaran yang akan
dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 3.1
sebagai berikut:
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Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN :
PG | TuduAN SASARAN INDIKATOR | INE M i -
frmmp Bt 2024 2025 2026 027 2028 2029 2030
1) on | 03) 04) | 08 106) o) 08) 09) (10) nny | o
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatunn Bangsa Dan Politik
Terwujudnyva l Terwujudn Indeks 6,87 660 | 67 6,71 6,72 6,73 6,73
Kondisi Wilavah ¥a Harmoni
vang Aman, kehidupan Indonesia
Tertib, dan bermanyar {Indekns;
Tenteram akat vang
berlandask
:ﬂf_‘l.iail.
Demokrasi |
dan HAM
Meningkatnya Persentase 70 70,01 70,02 70,03 70,04 | 70,05
prmahaman Partai Politik,
nnggots Parpal Ormas Yang
dan Ormas Melaksanalkean
terhadnp Sowialins Bela
| pancasita dan Negara Dan
bela negara Wawngan
melalui | Kebangsaan
pendidikan (%]
politik i
Meninghkatnya ] Persentase 92 a1 4 a5 96 o7 98
Ketahapan Konflik Somial
Ideologi, Politik, | ¥
Ekonomi, Sonial | Tertangani (%)
Budaya, dan
Pertnhanan
Keamaran
Manynrakat |
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas
pembangunan tahunan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
melakukan pentahapan Renstra seperti yang tertuang pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Pentahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TAHAP | ' TAHAP II TAHAP [1I TAHAP IV TAHAP V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
Penguatan dasar | Percepatan Peningkatan Optimalisasi | Pemantapan
dasar kehidupan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan | pelaksanaan
bermasyarakat kehidupan kehidupan | kehidupan kehidupan
vang bermasyarakat bermasyarakat F bermasyarak | bermasyarakat
berlandaskan yang vang berlandaskan  at yang yvang
Pancasila, berlandaskan pancasila, berlandaskan | berlandaskan
demokrasi dan pancasila, demokrasi dan pancasila, pancasila,
HAM. demokrasi dan HAM. demokrasi demokrasi dan
HAM. dan HAM. HAM.

29




3.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya dapat
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus
menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah
menciptakan nilai tambah (value added) bagi pemangku kepentingan
(stakeholder) layanan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan strategi melalui metode
SWOT(strengths/kekuatan, weaknesses/ kelemahan, opportunities/ peluan
g, dan threats/tantangan), sebagai berikut :

Tabel 3.3
Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal

No Kekekuatan No Kelemahan
(Strength) (Weaknesses)

S-1 | Dukungan APBD yang memadai | W-1 | Fasilitas pendukung kerja memiliki
motivasi, komitmen, dan integritas
kerja yang baik.

S-2 | Peran Lembaga yang sangat | W-2 Kemampuan realisasi anggaran dan

strategis dalam pengembangan kegiatan sangat dipengaruhi kondisi
| persatuan dan kesatuan bangsa yvang situasional wilayah/nasional

S-3 | Jumlah dan etos kerja aparatur | W-3 | Volume pekerjaan dan anggaran antar

yang cukup memadai bidang/unit kurang berimbang
Faktor Eksternal
No Peluang No Ancaman
(Opportunities) (Threats)
' O-1 | Peraturan perundangan yang T-1 | Semakin kompleksnya permasalahan
mendukung kinerja lembaga persatuan dan kesatuan bangsa
O-2 | Koordinasi dan dukungan lintas | -2 | Tuntutan peningkatan kualitas kinerja
lembaga untuk kelancaran dan akuntabilitas Lembaga
pelaksanaan tugas dan fungsi

O-3 | Kesempatan untuk T-3 | Masih kurang responsifnya mitra

meningkatkan kualitas SDM Lembaga terhadap program kerja
; aparatur Lembaga

Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk
menentukan faktor kunci strategis dari masing-masing S, W, O, dan T
schingga akan terpilih 4 (empat) faktor internal (kekuatan dan kelemahan)
dan 4 (empat) faktor eksternal (peluang dan tantangan). Penilaian
dilakukan dengan menggunakan analisis USG (Urgency, Serious, Growth)
dengan menggunakan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai
berikut :

a. Angka 5 memiliki USG vang relatif sangat tinggi
b. Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi

c. Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi
d. Angka 2 memiliki USG yang relatif rendah

e. Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah
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Hasil analisis USG selanjutnya disajikan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal

.[_ Identifikasi Faktor Internal
No Kekekuatan (Strength) U s G | Total
1 | Dukungan APBD yang memadai S | 5 4 14
|2 | Peran Lembaga yang sangat strategis | 4 4 4 12
dalam pengembangan persatuan dan
kesatuan bangsa
3 |Jumlah dan etos kerja aparatur yang | 4 4 3 11
cukup memadai
No Kelemahan (Weaknesses)
1 |Fasilitas pendukung kerja belum | 9 4 3 11
memadai
2 |Kemampuan realisasi anggaran dan| 4 4 3 11
kegiatan sangat dipengaruhi kondisi vang
situasional wilayah /nasional
3 | Volume pekerjaan dan anggaran antar| % 3 3 10
| bidang,/unit kurang berimbang 1
Identifikasi Faktor Eksternal
| No | Peluang (Opportunities)
1 Peraturan perundangan yang 3 5 3 13
mendukung kinerja lembaga
2 | Koordinasi dan dukungan lintas lembaga 5 4 3 12
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi ,
'3 | Kesempatan untuk meningkatkan 4 4 3 11
kualitas SDM aparatur
No Ancaman (Threats)
| 1 Semakin kompleksnya permasalahan 4 4 4 12
persatuan dan kesatuan bangsa
2 | Tuntutan peningkatan kualitas kinerja 4 4 3 11
.| dan akuntabilitas Lembaga '
3 | Masih kurang responsif mitra Lembaga - 3 3 10
terhadap proram kerja Lembaga

Penentuan Sasaran Strategis Prioritas
Faktor Kunci Strategis

Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot
USG yang terbesar di antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
sasaran yang akan dicapai. Dari hasil analisis USG pada tabel 3.4 di
atas dapat diketahui faktor-faktor kunci strategis seperti tertera dalam
Tabel 3.5:
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Tabel 3.5
Faktor-faktor Strategis

Faktor Kekuatan Kunci Strategis

Total

Dukungan APBD yang memadai

14

Peran Lembaga yang sangat strategis dalam |

pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa

12

Jumlah dan etos kerja aparatur yang cukup

| memadai

11

37

Fasilitas pendﬁf{t—mg kerja belum memadail

11

Kemampuan realisasi anggaran dan kegiatan
sangat dipengaruhi kondisi yang situasional
wilayah /nasional

11

Volume pekerjaan dan anggaran antar bidang/unit
kurang berimbang

10

32

Peraturan perundangan yang mendukung kinerja
lembaga

13

Koordinasi dan dukungan lintas leﬁ'lhaga untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

12

Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM
aparatur

11

36

| Semakin kompleksnya permasalahan persatuan

dan kesatuan bangsa

12

Tuntutan peningkatan kualitas kinerja dan
akuntabilitas Lembaga

11

Masih kurang responsif mitra Lembaga terhadap

' proram kerja Lembaga

10

33
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Tabel 3.6

Penentuan Alternatif Strategi

Peluang (O) :
I:

Peraturan perundangan
yang mendukung kinerja

Tantangan (T) :
1. Semakin kompleksnya
permasalahan

strategis dalam pengembangan

FAKTOR lembaga persatuan dan
INTERNAL | 2. Koordinasi dan dukungan kesatuan bangsa
lintas lembaga untuk [ 2. Tuntutan peningkatan |
kelancaran pelaksanaan kualitas kinerja dan
| tugas dan fungsi akuntabilitas Lembaga
3. Kesempatan untuk 3. Masih kurang
FAKTOR meningkatkan kualitas responsif mitra
SDM aparatur Lembaga terhadap
ERSTERIL proram kerja Lembaga
Kthltln (8): Alternatif Strategi : .i.lurlutlf Startegi :
Dukungan APBD yang memadai | 1. Mengoptimalkan Perbaiki Perencanaan
2. Peran Lembaga vang sangat penggunaan anggaran program dan kegiatan
secara normatil sesuai disesuaikan dengan

persatuan dan kesatuan bangsa peraturan perundang- perkembangan situasi
3. Jumlah dan etos kerja aparatur undangan untulk dan kandisi
yang cukup memadai meningkatkan akuntabilitas permasalahan
kinerja Lembaga persatuan dan
2. Mengoptimalkan kesatuan bangsa
kesempatan meningkatkan 2. Meningkatkan
kualitas SDM Aparatur - pemahaman
untik menambah etos kerja masyarakat terhadap
aparatur makma dan
pentingnya
persatuan dan
kesatuan bangsa
Kelemahan (W) : Alternatif Startegi : .uhmtil Strategi :
L. Fasilitas pendukung kerja 1. Maksimalkan pemanfaatan Maksimalkan
bélum memadai fasilitas pendukung kerja pemanfaatan fasilitas
2. Kemampuan realisasi anggaran (sarana prasarana) vang pendukung kerja
dan kegiatan sangat ada disertai koordinasi (sarana prasarana)
dipengaruhi kondisi yang vang baik lintas lembaga Serid anggaran yvang
situasional wilayah /nasional untuk mendukung ada dalam upaya
3. Volume pekerjaan dan kelancaran pelaksanaan . menghadapi semakin
anggaran antar bidang/unit tugas dan fungsi Lembaga kompleksnya
kurang berimbang 2. Me bksn dit permaslahan
mengkoordinasikan peTiaan. CXh
kesatuan bangsa

seluruh Bidang bekerja
sesuai SOP

2. Auwasi kurang
memadainya fasilitas
kantor untuk
meningkatkan kualitas
kinerja dan

, akuntabilitas lembaga |
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Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimanapun

juga perlu menilik kondisi internal. Di antara kondisi i

berpengaruh adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kuantitas dan kualitas sumberd

dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Terkait dengan sarana dan prasarana;
3. Terkait dengan jejaring (networks) yang dimiliki.

Selain itu, Badan Kesatuan Ban
tugasnya juga menghadapi

luar kewenangannya,

aya manusia yang

nternal yang sangat

gsa dan Politik dalam menjalankan

hal-hal di dan

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal-hal tersebut
disebabkan antara lain semakin meningkatnya jumlah pendatang, serta

semakin masifnya kunjungan wisata, yang
masyarakat dalam menghadapi perubahan. Hal tersebut
fungsi dan wewenang

kesiapan

menuntut perencanaan yang strategis agar tugas,

dapat dilaksanakan dengan baik dalam lima tahun ke depan.

menuntut kesigapan dan

Rumusan pernyataan strategi, dan arah kebijakan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatan

berikut :

Tabel 3.7
Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

g dituangkan pada tabel 3.7

OPERASIONALISAS] NSPK ] ARAH KEBIJAKAN RPIMD

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

KET.

2

13

4

Terwujudnya tata kelola dan
penvelenggarasn
pemerintahan daerah vang
baik, bersih, efekof, efisien,
dan berorientasi padn
pelavanan publik

Memperkuat koordinasi
antar pemanglku
kepentingan dalam
penanganan konflik sosial
dimasvarakag

periguatan koordinasi. kena sama, networking/ Jejaring
dengan TNL, Polri, Kejaksanann PD terkait, Tim pengumpul
data dan informasi strategis, FKDM, BNK. dan mitra kerja
dalam penanganan konfik

meningkatkan stabilias
dan keteraturan sosial
melnlul penguatan
pemantayan politik serta
PEnCatatan orgnrisnms
kemasvarakatan

peningkatan pemahaman Ormas dan parpol terhadap
peraturan perundangan vang berlaku

meningkatkan pemahaman
magyarakul terhadap
proses demokrasi

| Pergembangan demoxrasl melalal pendidikan politik bag

seluruh lapisan masyarakat (ASN, Perangkat desa, Swasta,
pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar. mahasiswn, tokoh
perempuan, tokoh agama, tokoh difabel )

meningkatkan pemahaman
dar penerapan nilail
pancasila dalam berbagai
aspek kebidupan

pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan
bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat [ASN,
Perunpgkat desa, Swasta, pelakis usaha, pemuda, remaja,
pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh
difabel, tokoh ormas|

Adapun rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik pada tabel 3.8 berikut :




Tabel 3.8
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi Terwujudnys masvarakat Adil Makmur, Lestan dan Berkeadaban
PMisd < Setia pada Amanat Penderitann Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tnggl hukum demi menjamin hak-hak rakyvat,
serta menjalankan tata pemerintahan deerah vang bersih behaa dart korupsi dan berkeadnban
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebyakan
Terwujudnya meningkatnya I Peningkatan Penanganan penguatan koordimasi, kera sama, networking, Jeanng dengan
kehidupan pemahaman anggota Konflik sosial yang THI, Polr, Kejaksanann PO terkait, Tim pengumpul data dan
bermasvarakat | parpol dan ormas diselesnikan informasi strategis, FKDM, BNK, dan mitra kerja dalam
vang terhadap pancasila dan penanganan konflik
berlandaskan beln negara melalui
Pancasila, pendidikan politk
Demokrasi dan
HAaM

Meningkatnyn
ketahanan [POLEE
SOSBUD HANKAM
Masgvarakat

2 Peruinghkatan Keiertiban
Organizasi Kemasvarakatan

peningkatan pertahaman Ormas dan parpol terhadap peraturan
perundangan yvang berlaku

3 Peningkatan Etika dan
Budaya Palitik

pengembangan demokrasi melalul pendidikan politik bag
seluruh lapisan masyarakar | ASN, Perangkat desa, Swasta,
pelaku usaha, pemudn, remaja, pelajar, mabasiswa, tokoh
perempusn, tokoh agama, tokoh difabel)

4 Peninghatan Kesadaran
masvarakat akan ideolog
Pancasiln dan Karakeer
Kebangsaan

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
juga terkait dengan identifikasi
ditangani,

pembinasn wawasan kebangsann, persatuan dan kesatoan
bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat [ ASN, Peranghat
| desa, Bwasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar,
mahasiswa, tokoh perempuan. tokoh agama. tokoh difabel,
tokoh armaal

Lebih jauh, telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah
» sebagaimana tertuang dalam RPJMD,
permasalahan-permasalahan yang harus
sekaligus faktor penghambat dan pendorong vyang

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik. Penjabaran permasalahan, serta faktor-faktor

penghambat dan pendoron

3.9 di bawah ini :

g tersebut lebih detil dapat dilihat pada Tabel
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3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA
PROVINSI

Di samping memastikan sinkorinisasi dengan RPJMD Kabupaten
Gunungkidul, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan
telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi, dalam hal
ini Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.
Dengan Prioritas nawacita sebagai payung utama, aspek utama telaahan
mencakup visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, serta visi, misi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, sebagai berikut :

Tabel 3.10
Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

J Prioritas Nawacita ke 9 | Sasaran Strategis Sasaran Strategis
Kemendagri Bakesbangpol DIY

] Memperkuat reformasi Memperkuat reformasi Penguatan reformasi
politik, hukum, dan politik, hokum dan tata Birokrasi dan
birokrasi, serta kelola peningkatan Kualitas
memperkuat pencegahan | Layanan Publik
dan pemberantasan
korupsi dan narkoba.
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029, pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menyusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis
dan terukur. Rencana ini dirancang agar sejalan dengan visi dan misi
Bupati terpilih serta menjawab kebutuhan strategis masyarakat,
khususnyva dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak. Pelaksanaan program dimulai pada tahun 2026 hingga
tahun 2030, dengan tahun 2030 berfungsi sebagai momentum strategis
untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menjadi pijakan
penyusunan RKPD Tahun 2030 sebagai bagian dari transisi menuju
RPJMD periocde berikutnya (2030-2034), Adapun rincian program,
kegiatan, dan subkegiatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
vang mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun
waktu lima tahun. Adapun penjelasan terkait program, kegiatan dan sub
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

4.1. Uraian Program

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan /program
tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan, yang merupakan bagian dari
program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja
sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu
program. Indikator kinerja program menunjukkan capaian
keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Outcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam Jangka menengah untuk
penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari masing-masing sub kegiatan dalam satu program.
Selama periode tahun 2025-2029. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
merencanakan akan melaksanakan 7 (tujuh) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota:

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika
Serta budaya Politik:

4. Program Pemberdayaan Dan Pe ngawasan Organisasi

Kemasyarakatan;

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Dan Budaya;

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudayaan.

f..J'l
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4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi
pencapaian program yang sudah ditetapkan. Kegiatan juga
merupakan serangkaian aktivitas Pembangunan yang dilaksanakan
oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil dari suatu program. Dengan melaksanakan
kegiatan yang telah ditetapkan atas kebijakan instansi dari tahun ke
tahun selama 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan
pelayanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara profesional
terhadap tugas dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gunungkidul serta mendukung terselenggaranya
pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan yang akan
dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah 13 (tiga
belas) kegiatan yang terdiri dari:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah;

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah;

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pennunjang Urusan
Pemerintahan Daerah:

h. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

i. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik;

j. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan;

k. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

m. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya.

P RRo

-

4.3.Uraian beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029
secara terperinci gambaran Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/
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Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Gunungkidul, dapat dilihat dalam Tabel 4. 1 sebagai berikut :
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Program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah merupakan
program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah. Selanjutnya program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan
berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah.

Dalam menyusun rencana pendanaan, Perangkat Daerah melakukan
penghitungan kebutuhan anggaran secara rinci berdasarkan target kinerja
yang ingin dicapai, memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi
penggunaan sumber daya. Estimasi pendanaan disusun selama periode
lima tahun, dengan tetap memperhitungkan dinamika fiskal dan prioritas
tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Gunungkidul.
Pendanaan Program dan Kegiatan Rencana program, kegiatan, dan
pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel 4.2
berikut :
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Selanjutnya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan
daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun dan melaksanakan
subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran p?mbangunan
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPFJMD dan
RKPD. Subkegiatan merupakan unit terkecil dari program dan kegiatan, yang
secara spesifik dirancang untuk menghasilkan outcome yang terukur_ dan
mendukung capaian indikator kinerja pembangunan daerah. Subkegiatan
prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah tersaji dalam tabel

berikut;

Tabel 4.3
Subkegiatan prioritas dalam mendukung
prioritas pembangunan daerah

NO  PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
01) (02) (03) 104) (05)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1. | 2.22.08 - PROGRAM Lembaga 2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi
PENYELENGGARAAN kemasyarakatan yang dan Lembaga Budaya
KEISTIMEWAAN memahami dan sadar
YOGYAKARTA URUSAN | Kerukunan berbasis
KEBUDAYAAN Wawasan Kebangsaan

2.22.08.5.07.0018 -
Pembangunan Ketahanan Sosial
Budava

2. 4.01.04 - FROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN

Peningkatan kualitas
layanan public
Persentase Capaian
Implementasd Inovas
Layanan Publik

4.01.04.5.02 - Peninghkatan
Budaya Pemerintahan
Inovasi layanan publik

3 8.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan
Perangkat Daerah

£.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

8.01.01.2.01.000] - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Peranghat
Daerah

8.01,01.2.01,0002 - Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi
dan Penyvusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

£.01.01.2.01.0004 - Koordinasi
dan Penyusunan DPA-SKFD

8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi
dan Penyusunan Perubahan DPA-
SKPD

B.01.01.2.01.0006 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan [khtisar
Realisasi Kinerja SKPD

8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

8.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan
Forum Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang Urusan yang
Diampu dalam Rangka

B.01.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

8.01.01.2.02.000] - Penyediann
Gaji dan Tunjangan ASN




PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN [ SUBKEGIATAN

(01)

(032)

103)

(05)

£,01.01.2.02.0005 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

8.01.01.2.02 0007 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan /
Semesteran SKPD

£.01.01.2.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

B.01.01.2.05.0003 - Pendataan
dan Pengolahan Administrasi

hepegawaian

8.01.01.2.06 - Administrasi
Umum Peranghkat Daerah

8.01,01.2,06.0001 - Penyediaan

8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan
Barang Cetakan dan
| Pengganduan

§.01.01.2.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

| "B.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi
Kunjungan Tamu

2.01.01_2.06.0009 -

Penyclenggaraan Rapat
Koordinasi dan Kensultasi SKPD

£.01.01.2.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

£.01.01.2.07.0006 - Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemenntahan
[raerah

8.01.01.2.08.0001 - Penyedinan
Jasa Surat Menyurat

8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya

£.01.01.2.08.0004 - Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor

B.01.01.2.00 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Fenunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

8.01.01.2.09.0002 - Penvediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atay Lapangan

8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

£.01.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan [ Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

£.01.01.2,09.0010 -
Pemeltharaan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
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NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBHEGIATAN

1)

(02)

(04)

(05)

8.01.02 - PROGRAM
PENGUATAN IDEOLOG!
PANCASILA DAN
KARAKTER
KEBANGSAAN

Meningkatnya kesadaran
t akan

idenlogi Pancasila dan

Karakter Kebangsaan

£.01.02.2.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideolog: Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

8.01.02,2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Megara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bincka
Tunggal [ka dan Sejarah
Kebangsaan

£.01.02.2.01.0007 - Pembinaan
terhadap aktivitas
kepaskibrakaan dan
Purnapaskibraka

8.01.03 - PROGRAM
PENINGEATAN PERAN
PARTAL POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIEAN
MELALUT PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

Meningkatnya etika dan
budaya politik

£.01.03.2.01 - Perumusan
Kebijakan Tekms dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemitihan

Umum/ Pemilihan Umum Kepala
Daerah, sera Pemantauan
Situasi Politik

£.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendidilcan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwaldlan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan
Menitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Euka Budaya Politik,
Peningkatan Demobrasi, Fasilitasi
Kelembapaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilthan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Dacrah, serta
Pemantauan Situasi Poliuk di
Daerah

8.01.04 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Meningkatnya ketertiban
organisasi
kemasyarakatan

§.01.04.2.01 - Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendafltaran
COrmas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengheta
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

B.01.05 - PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

Meningkatnya
ketahanan ekonomi,
soaial, dan budaya
masyarakat

8.01.05.2.01 - Perumusan
Hebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang

8.01.05.2.01,0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragnma dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
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| No | PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN | SUBKEGIATAN KETERANGAN

(o1) (02} (03) (04) (05]
8. 8,01.06 - PROGRAM Meningkatnya 8.01.06.2.01 - Perumusan

PENINGKATAN penanganan konflik Kebijakan Teknis dan

KEWASPADAAN sosial yang diselesaikan Pelaksanaan Pemantapan

NASIONAL DAN Kewaspadaan Nasional dan

PENINGKATAN Penanganan Konflik Sosial

KUALITAS DAN

FASILITASI

PENANGANAN KONFLIE

SOSIAL

8.01.06.2,01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

8.01.06.2.01,0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Dacrah

8.01,06.2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemuantavan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewnspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan
Monitaring, Evaluas dan
Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Inteljjen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidung
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan
Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten/Kata

L

2
3.
4

uraikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut :

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029
dapat kami uraikan, sebagai berikut :

Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan

Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)

Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah
kabupaten (akumulasi capaian kegiatan)

Untuk kondisi awal, target tahunan, dan kondisi akhir indikator kinerja
tersebut di atas dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, akan kami
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Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu
Tujuan dan Sasaran RPJMD

" TARGET TAHUN KET.
NO | INDIKATOR | SATUAN o535 12026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) (2) (3) (4) (3) 6) (7) (8) (9) (10)
1 Indeks Harmoni Indeks | 6,69 6,70 6,71 6,72 6,73 6,74
Indonesia
3 | Persentase Partai Persen | 70.00 | 70,01 | 70,02 | 70,03 | 70,04 | 70,05
Politik, Ormas Yang
Melaksanakan
Sosialiasi Bela
Negara Dan
Wawasan
Kebangsaan
3 Persentase Konflik Persen 93% | 94% 95% 96% 97% O8%
Sosial Yang
Tertangani
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan)
yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025-2029 diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi
aparatur di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Gunungkidul dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-
2029 ini ditentukan oleh kerja sama, kemitraan, dan peran serta aktif seluruh
pemangku kepentingan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten
Gunungkidul.

Pada akhirnya kami berharap agar tujuan dan sasaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum dalam Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dapat tercapai.

91



